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ABSTRAK 

Muhammad Tito Triatmaja. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit 

TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum 

Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A. 

Kontroversi seputar penempatan anggota TNI aktif dalam 

jabatan sipil menciptakan polarisasi yang signifikan. Banyak yang 

mendukung, dengan alasan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk 

ikut menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Di sisi lain, 

kekhawatiran muncul terkait penumpukan perwira TNI yang tidak 

sesuai dengan bidangnya (non-job), serta implementasi langsung 

kebijakan pemerintah yang mengharuskan anggota TNI aktif dengan 

kompetensi tertentu untuk menjabat dalam posisi sipil. Skripsi ini 

bertujuan untuk menguraikan kedudukan, peran, dan fungsi Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta 

memeriksa legalitas anggota TNI aktif dalam konteks problematika 

rangkap jabatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan 

kepustakaan dengan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan 

perundang-undangan mengacu pada dokumen-dokumen hukum utama 

seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR Nomor 

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI. Selain itu, pendekatan konseptual 

digunakan dengan merujuk pada doktrin dan teori yang diutarakan oleh 

para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian ini.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak jabatan sipil yang 

diduduki oleh anggota TNI aktif melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menegaskan bahwa legalitas 

rangkap jabatan bagi anggota TNI aktif hanya dapat diterapkan pada 

bidang-bidang tertentu seperti Politik dan Keamanan Negara, 

Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi 

Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, 

Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan 

Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota TNI 
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aktif yang menempati jabatan sipil di luar bidang-bidang tersebut. Hal 

ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktek lapangan 

dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang rangkap jabatan bagi 

anggota TNI aktif. 

Kata Kunci : TNI Aktif, Rangkap Jabatan Sipil, Dwifungsi TNI 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Tito Triatmaja. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit 

TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum 

Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A. 

 

The controversy surrounding the placement of active TNI 

members in civilian positions has created significant polarization. Many 

supported it, arguing that the TNI had a responsibility to help determine 

the future direction of the Indonesian nation. On the other hand, concerns 

arise regarding the strengthening of TNI troops that are not suited to their 

terrain (non-job), as well as the direct implementation of government 

policies which require active TNI members with certain competencies to 

assist in civilian positions. This thesis aims to describe the position, role 

and function of the Indonesian National Army (TNI) in the Indonesian 

constitutional system, as well as examine the legality of active TNI 

members in the context of the problematic of holding multiple civilian 

positions in accordance with applicable laws and regulations.  

This research uses normative and literature research methods 

with a statutory approach. The statutory and regulatory approach refers to 

main legal documents such as the 1945 Constitution, Law Number 34 of 

2004 concerning the Indonesian National Army, and TAP MPR Number 

VII/MPR/2000 concerning the Role of the TNI. In addition, a conceptual 

approach is used by referring to doctrines and theories expressed by legal 

experts that are relevant to the theme of this research. 

The results of the research show that many civilian positions are 

controlled by active TNI members under applicable laws and regulations. 

This research also confirms that the legality of holding multiple positions 

for active TNI members can only be applied in certain fields such as State 

Politics and Security, National Defense, Military Secretary to the 

President, State Intelligence, National Code, National Resilience Institute, 

National Defense Council, Search and Rescue (SAR) National, National 

Narcotics, and Supreme Court. However, in practice, many active TNI 

members hold civilian positions outside these fields. This shows that there 
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is a discrepancy between field practice and the legal provisions governing 

concurrent positions for active TNI members. 

 

Keywords: Active TNI; Dual Civil Position; Dual Function TUN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia dirasa perlu memiliki suatu 

alat keamanan dan pertahanan untuk dapat menjaga kesatuan Negara 

Republik Indonesia, dalam hal ini Polri dan TNI yang memiliki 

kewenangan untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia agar 

tetap utuh. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, bahwa: 

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 

utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan rakyat Indonesia 

memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan 

Negara. Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam konferensi 

pers secara daring, Minggu 28 Juni 2020 mengatakan berdasarkan data 

banyak pejabat negara yang terindikasi rangkap jabatan di jabatan sipil 

dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)1.  

Bahkan TNI dan Polri tidak ketinggalan mendapat tempat sebagai 

komisaris di BUMN, Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, 

pengangkatan para kalangan TNI dan Polri tersebut agar anggota TNI-

 

1 https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-

terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019 ( diakses pada 29 Desember 2024) 

https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019
https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019
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Polri aktif dapat menangani jika BUMN menghadapi konflik 

dengan masyarakat seperti sengketa tanah dan perizinan serta 

menangani kasus seperti penipuan keuangan.2 Pengangkatan tersebut 

menjadi lebih problematika karena para anggota TNI-Polri aktif tersebut 

juga masih menjabat di kementerian atau lembaga negara lainnya. 

Bedasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa “Prajurit 

hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau 

pension dari dinas aktif keprajuritan”. Dari penjelasan pasal tersebut 

menjelaskan bahwasanya anggota aktif TNI tidak bisa memiliki jabatan 

sipil negara, namun bedasarkan Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Undang-

Undang TNI ada pengecualian bahwa prajurit TNI bisa memiliki 

kedudukan di bidang: 

a. Koordinator Bidang Politik, 

b. Keamanan Negara, 

c. Pertahanan Negara, 

d. Sekretaris Militer Presiden, 

e. Intelijen Negara, 

f. Lembaga Ketahanan Nasional, 

g. Dewan Pertahanan Nasional, 

h. Search and Rescue (SAR), 

i. Narkotika Nasional, dan 

j. Mahkamah Agung. 

 
2 https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-

konflik-hin ( diakses pada 29 Desember 2024). 

https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-konflik-hin
https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-konflik-hin
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Jabatan-jabatan tersebut diatas boleh diduduki oleh prajurit 

dengan permintaan dari pimpinan departemen juga lembaga 

pemerintahan non-departemen. 

Berdasarkan kemungkinan rangkap l jalbaltaln yalng dalpalt diisi 

alnggotal TNI ini menimbulkaln problemaltik kalrenal tigal allalsaln yalitu 

hukum, etik, daln profesionallisme. Kalrenal malsallalh dialtals malkal penulis 

tertalrik menulis mengenali “Tinjalualn Yuridis Terhaldalp Praljurit TNI 

Yalng Menduduki Jalbaltaln BUMN Berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 

34 Talhun 2004 Tentalng Tentalral Nalsionall Indonesial”. 

B. Rumusaln Malsallalh 

Beralngkalt dalri pemalpalraln laltalr belalkalng malsallalh dialtals, malka l 

dalpalt dikemukalkaln rumusaln malsallalh sebalgali berikut: 

1. Bagaimana analisis peluang pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai 

komisaris BUMN? 

2. Bagaimana akibat hukum TNI aktif yang merangkap Jabatan di 

BUMN? 

C. Tujualn Penelitialn 

Dalri laltalr belalkalng yalng telalh dikemukalkaln dialtals, malkal penulis 

mempunyali tujualn sebalgali berikut : 

1. Menganalisis peluang pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai 

komisaris BUMN. 

2. Menganalisis akibat hukum TNI aktif yang merangkap Jabatan di 

BUMN. 
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D. Malnfalalt Penelitialn   

Malnfalalt yalng ingin diperoleh dallalm penelitialn ini aldallalh dihalralpkaln 

dalpalt memberikaln malnfalalt dalri segi toeritis daln pralktis. Kegunala ln 

dallalm penelitialn dijalbalrkaln di balwalh ini sebalgali berikut: 

1. Malnfalalt Teoritis 

Malnfalalt Teoritis yalng dihalralpkaln paldal penelitialn lebih lalnjut 

nalntinyal yalitu, memberikaln bualh pikiraln yalng membalhals tentalng 

tinjalualn yuridis terhaldalp kewenalngaln mengenali peluang 

pengalngkaltaln Alnggotal Tentalral Nalsionall Indonesial oleh Menteri 

BUMN di jajaran komisaris Baldaln Usalhal Milik Negalral yalng dalpalt 

dikembalngkaln secalral alkaldemis.tujualnnyal algalr menalmbalh balhaln 

ilmu pengetalhualn yalng terfokus paldal hukum taltal negalral. 

2. Malnfalalt Pralktis 

Balgi BUMN, daln Tentalral Nalsionall Indonesial. 

a. Dihalralpkaln balgi BUMN, halsil penelitialn ini malmpu memberikaln 

galmbalraln sikalp ketegalsaln, ketelitialn, daln kewenalngaln dallalm hall 

pengalngkaltaln Praljurit TNI alktif ke Baldaln Usalhal Milik Negalral.  

b. Dihalralpkaln dalpalt memberikaln talmbalhaln malnfalalt sertal 

pertimbalngaln balgi Tentalral Nalsionall Indonesial dallalm menerima l 

pengalngkaltaln di Baldaln Usalhal Milik Negalral daln menjallalnkaln 

wewenalngnyal sebalgali TNI alktif yalng profesionall.   

 

E. Keralngkal Teori  

Teori dallalm penelitialn ini menggunalkaln teori: 

1. Teori Kewenalngaln 
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Di Dallalm hukum taltal negalral daln aldministralsi negalral, konsep 

kewenalngaln memiliki peralnaln yalng salngalt penting. Kewenalngaln 

diberikaln kepaldal sualtu orgaln altalu lembalgal negalral, daln konsep ini 

menjaldi inti dalri kaljialn dallalm bidalng hukum taltal negalral daln 

aldministralsi. F.Al.M. Stroik daln J.G. Steenbeek menyaltalkaln balhwa l 

"Het begrip bevoegdheid is daln ook een kernbegrip in het stalalts- en 

aldministraltief recht".3 Yalng alrtinyal balhwal wewenalng merupalkaln 

konsep inti dalri hukum taltal negalral daln hukum aldministralsi. 

Dallalm kutipaln dalri Kalmall Hidjalz, kaltal "wewenalng" 

disalmalkaln dengaln kaltal "kewenalngaln" sebalgalimalnal dijelalskaln 

dallalm Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI), yalng dialrtikaln 

sebalgali halk daln kekualsalaln untuk bertindalk, kekualsalaln dallalm 

membualt keputusaln, memerintalh, daln kemalmpualn untuk 

melimpalhkaln talnggung jalwalb kepaldal individu altalu baldaln lalinnyal. 

Dallalm mendefinisikaln kewenalngaln terdalpalt balnyalk definisi 

yalng dijelalskaln oleh palral alhli yalitu alntalral lalin : 

a. Menurut Philipus M. Haldjon, wewenalng (bevoegdheid) dalpalt 

dideskripsikaln sebalgali kekualsalaln hukum (rechtsma lcht). Dallalm 

konsep hukum publik, wewenalng berkalitaln dengaln kekualsalaln. 

Alrtinyal, wewenalng mencalkup halk daln kekualsalaln yalng diberikaln 

kepaldal sualtu baldaln altalu individu untuk melalkukaln tindalkaln altalu 

pengalmbilaln keputusaln tertentu sesuali dengaln alturaln hukum yalng 

berlalku.4  

 
3 E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief 

Recht (Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985), hlm. 26 
4 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35. 
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b. Menurut F.P.C.L. Tonner, yalng dikutip oleh Ridwaln HR, 

"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verbalnd opgevalt alls het 

vermogen om positief recht valst te stellen en Alldus 

rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheald 

en te scheppen". Alrtinyal, kewenalngaln pemerintalh dallalm konteks 

ini diinterpretalsikaln sebalgali kemalmpualn untuk menetalpkaln 

hukum positif, daln dengaln demikialn menciptalkaln hubungaln 

hukum alntalral walrgal negalral daln pemerintalh.5 

c. Menurut Ferralzi kewenalngaln yalitu sebalgali halk untuk 

menjallalnkaln saltu altalu lebih fungsi malnaljemen, yalng meliputi 

pengalturaln (regulalsi daln stalndalrisalsi), pengurusaln (aldministralsi) 

daln pengalwalsaln (supervisi) altalu sualtu urusaln tertentu.6 

Dari perspektif tata negara dan administrasi negara, penulis 

berpendapat bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh suatu 

organ negara atau lembaga negara dalam bentuk wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu 

untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari organ 

atau lembaga negara tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang kepada suatu organ negara atau lembaga negara 

memiliki legitimasi, yang bertujuan untuk membatasi agar 

penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan tidak 

melakukan tindakan sewenang-wenang. 

 
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 

100. 
6 Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2007), hlm. 93. 
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Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa 

kekuasaan merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak, 

sementara wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak 

memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu7. Di sisi lain, kewajiban mengharuskan seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam 

konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 

beberapa cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 

Atribusi adalah proses pemberian wewenang pemerintahan 

baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan 

diberikan kepada lembaga negara atau pemerintah oleh UUD 1945 

atau undang-undang. Wewenang ini melekat secara terus menerus 

dan dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri jika diperlukan, yang 

pada akhirnya menciptakan wewenang baru8. Legislator yang 

berwenang untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan 

dibedakan menjadi Original legislator, seperti MPR di tingkat pusat 

sebagai pembentuk Undang-undang Dasar, dan DPR bersama 

Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dalam konteks 

kepentingan daerah, konstitusi mengatur melibatkan DPD. Di tingkat 

 
7 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah. (Bandung, Fakultas Hukum Unpad, 2000) hlm. 1-2. 
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2013) Hal. 104. 
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daerah, atribusi dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk 

menghasilkan Peraturan Daerah. 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh 

badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh 

wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan 

tata usaha negara lainnya. Delegasi selalu didahului oleh adanya 

atribusi wewenang. Sebagai contoh, dalam Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara, terdapat ketentuan mengenai pelimpahan 

wewenang dalam struktur organisasi kementerian. 

Mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda 

dengan konsep mandataris dalam konstruksi mandataris menurut 

penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Mandat dalam Hukum 

Administrasi Negara diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan 

atasan, di mana pemberi mandat dapat melaksanakan kewenangan 

sewaktu-waktu tanpa peralihan tanggung jawab. Secara keseluruhan, 

apabila wewenang yang diperoleh oleh organ pemerintahan secara 

atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru 

atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab 

pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada penerima 

wewenang. 

 

 

 

F. Penelitialn ya lng Relevaln  
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Dari hasil penelitian literatur, terdapat banyak kajian yang 

berkaitan dengan topik yang sama, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, 

maupun penelitian independen, meskipun dengan fokus yang beragam. 

Beberapa studi yang relevan antara lain: 

Nalmal (Talhun, Judul) Metode Penelitialn daln Halsil Penelitialn 

Muhalmmald Aldlaln (2021) 

Legallitals Alnggotal TNI 

Alktif Dallalm Ralngkalp 

Jalbaltaln Sipil 

1) Jenis penelitialn Normaltif. 

2) Dallalm penelitialn tersebut,  Legallitals 

jalbaltaln sipil oleh alnggotal TNI alktif, halnya l 

dalpalt dilalkukaln oleh TNI yalng sudalh 

mengundurkaln diri altalu tidalk lalgi alktif 

kepraljuritalnnyal, kecualli dallalm bidalng 

koordinaltor Politik daln Kealmalnaln Negalral, 

Pertalhalnaln Negalral, Sekretalris Militer 

Presiden, Intelijen Negalral, Salndi Negalral, 

Lembalgal Ketalhalnaln Nalsionall, Dewaln 

Pertalhalnaln Nalsionall, Sealrch alnd Rescue 

(SAlR) Nalsionall, Nalrkotikal Nalsionall, daln 

Malhkalmalh Algung sebalgalimalnal yalng 

termalktub dallalm Undalng-Undalng Nomor 

34 Talhun 2004 tentalng TNI. . 

Alulial Salfinal Mochtalr 

(2021)    Pengalngkaltaln 

Alnggotal Tentalral Nalsionall 

Indonesial Daln Alnggotal 

Kepolisialn Negalral 

REPUBLIK Indonesial 

Sebalgali DIREKSI Daln 

Komisalris Paldal Baldaln 

Usalhal MILIK Negalral 

Aldalpun dalri halsil penelitialn ini, yalitu  

1) Pengalngkaltaln Perwiral alktif di BUMN telalh 

bertetalngaln dengaln ketentualn Palsall 15 Alyalt 

(1) daln (2) , daln Palsall 27 Alyalt (1) daln (2) 

Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2003 

Tentalng Baldaln Usalhal Milik Negalral. Selalin 

itu, terjaldi pulal pertentalngaln lalinnyal palda l 

Palsall 47 Undalng-Undalng Nomor 2 Talhun 

2002 tentalng Kepolisialn Negalral Republik 

Indonesial malupun di dallalm Palsall 28 Undalng-

Undalng Nomor 34 Talhun 2004 tentalng 

Tentalral Nalsionall.  

2) Aldalpun implikalsi hukum dalripaldal 

pengalngkaltaln Perwiral alktif sebalgalimalna l 

tertualng dallalm Peralturaln Pemerintalh 
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Republik Indonesial Nomor 2 Talhun 2003 

Tentalng Peralturaln Disiplin Alnggotal 

Kepolisialn Negalral Republik Indonesial, 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 

34 Talhun 2004 Tentalng Tentalral Nalsionall 

Indonesial, Peralturaln Pemerintalh Republik 

Indonesial Nomor 39 Talhun 2010 Tentalng 

Aldministralsi Praljurit Tentalral Nalsionall 

Indonesial Palsall 33, daln Undalng-Undalng 

Republik Indonesial Nomor 25 Talhun 2014 

tentalng Hukum Disiplin Militer. Aldalpun 

mengenali indikalsi terhaldalp halk-halk keualngaln 

galji TNI-Polri daln BUMN, dialtur berdalsalrkaln 

Palsall 4 Alyalt (1) daln  

(3) Peralturaln Menteri Kualngaln Republik 

Indonesial Nomor 144/PMK.05/2014 tentalng 

Petunjuk Teknis Pelalksalnalaln Pemberialn 

Galji/Pensiun/Tunjalngaln Bulaln Ketigal Belals 

Dallalm Talhun Alnggalraln 2014 Kepalda l 

Pegalwali Negeri Sipil, Alnggotal Tentalra l 

Nalsionall Indonesial, Alnggotal Kepolisialn 

Negalral Republik Indonesial, Pejalbalt Negalral, 

daln Penerimal Pensiun/Tunjalngaln 

Dicky Setyal Pralyogo 

(2021) 

Alspek HUKUM Ralngkalp 

Jalbaltaln Sebalgali Komisalris  

DI Perseroaln Terbaltals 

Baldaln Usalhal MILIK 

Negalral 

OLEH Perwiral TINGGI 

TNI/POLRI Yalng Alktif 

 

Konsekuensi yuridis ralngkalp jalbaltaln balgi 

perwiral TNI/Polri yalng alktif yalng ralngkalp 

jalbaltaln sebalgali komisalris di Baldaln Usalha l 

Milik Negalral mencederali prinsip 

profesionallisme sebalgalimalnal dialmalnaltkaln 

dallalm Dalsalr Menimbalng huruf (d), sertal Palsall 

6, daln Palsall 72 UU BUMN, yalng menyaltalkaln 

penyelenggalral BUMN dituntut memiliki 

kompetensi yalng tepalt. Sebalgali allalt 

pertalhalnaln daln kealmalnaln negalral sudalh tentu 

kompetensi ini secalral normaltif tidalk dimiliki 

oleh alnggotal Polri daln TNI. Jalbaltaln dallalm 

jaljalraln BUMN halrus diisi oleh oralng yalng 

memiliki kompetensi sesuali jalbaltalnnya l 

sehinggal almalnalt UU BUMN dalpalt 



 

11 

 

 

G. Metode Penelitialn  

1. Jenis Penelitialn  

Penelitialn ini merupalkaln jenis penelitialn doktrinall, konsepual 

dengaln tipe hukum normaltif. Menurut Peter Malhmud Malrzuki, 

penelitialn hukum normaltif aldallalh proses untuk menentukaln alturaln 

hukum, prinsip-prinsip hukum, daln doktrin hukum gunal menjalwalb 

isu hukum yalng dihaldalpi.9 

2. Pendekaltaln Penelitialn  

Pendekaltaln penelitialn dallalm penelitialn ini aldallalh dengaln 

menggunalkaln pendekaltaln perundalng-undalngaln. Peter Malhmud 

Malrzuki dallalm buku “Penelitialn Hukum” mengemukalkaln sebalgali 

berikut: 

a. Pendekaltaln perundalng-undalngaln merupalkaln pendekaltaln dengaln 

menggunalkaln legislalsi daln regulalsi. Misallnyal undalng-undalng, 

kalrenal dallalm pembentukalnnyal melibaltkaln lembalgal perwalkilaln 

ralkyalt. Sedalngkaln produk seperti keputusaln presiden altalu 

keppres, keputusaln menteri daln lalin-lalin, bukaln termalsuk dallalm 

pendekaltaln ini dikalrenalkaln produk tersebut diterbitkaln oleh 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), hlm.3. 

dilalksalnalkaln dengaln balik. Paldal sisi lalin, 

penempaltaln praljurit daln perwiral alktif dallalm 

jaljalraln BUMN menunjukaln sikalp ketidalk-

profesionallitalsaln TNI daln Polri sebalgali allalt 

pertalhalnaln daln kealmalnaln negalral. 
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pejalbalt pemerintalh talnpal aldalnyal keterlibaltaln lembalgal perwalkilaln 

ralkyalt. Sehinggal, dallalm penelitialn pendekaltaln ini peneliti halrus 

memalhalmi hieralrki daln alsalsalsals yalng terdalpalt di peralturaln yalng 

dialtur dallalm undalng-undalng tersebut. 

b. Pendekaltaln konseptuall (staltute Alpproalch) dallalm penelitialn ini 

menggunalkaln konsep teori hieralrki normal oleh halns kelsen daln 

halns nalwalsky. Pendekaltaln konseptuall merupalkaln sallalh saltu yalng 

memberikaln kaljialn pemecalhaln malsallalh dallalm penelitialn hukum 

dalri sudut palndalng ide-ide hukum yalng mendalsalri altalu prinsip-

prinsip normaltif. Interpretalsi ini dalpalt dibalyalngkaln mengingalt 

balhwal metode konseptuall dalpalt dipalndalng sebalgali pendekaltaln 

yalng memberikaln interpretalsi. Teknik konseptuall ini digunalkaln 

untuk menentukaln alpalkalh sesualtu konsisten dengaln semalngalt 

galgalsaln hukum yalng mendalsalrinyal.10 

3. Balhaln Hukum Penelitialn  

Penelitialn ini alkaln menggunalkaln setidalknyal dual sumber balhaln 

hukum, sumber balhaln hukum tersebut yalitu:  

a. Balhaln Hukum Primer 

Balhaln hukum ini memiliki sifalt alutoritaltif yalng alrtinyal 

aldallalh mempunyali kekualsalaln altalu otoritals.11 Bialsalnyal terdiri dalri 

peralturaln perundalng-undalngaln, yurisprudensi halkim, perjalnjialn 

internalsionall, daln lalin-lalin. Balhaln hukum primer bisal terdiri dalri 

 
10 J.H. Bruggink, Rechts Refflectie, “Grondbegrippen Uit De Rechtstheory”, Alih 

Bahasa B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 163. 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005),hlm. 141. 
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peralturaln tertinggi yalitu konstitusi salmpali peralturaln dibalwalhnyal 

seperti undalng-undalng yalng alkaln disebutkaln dibalwalh ini: 

1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI 

2) Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 34 talhun 2004 

Tentalng Tentalral Nalsionall Indonesial. 

3) Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 19 talhun 2003 

Tentalng BUMN 

4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia 

5) Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN 

b. Balhaln hukum sekunder 

Balhaln hukum sekunder merupalkaln keballikaln dalri balhaln 

primer dimalnal menggunalkaln dokumen-dokumen resmi seperti 

konstitusi, peralturaln daln lalin-lalin, justru balhaln hukum sekunder 

ini menggunalkaln dokumen-dokumen tidalk resmi. Dokumen-

dokumen tidalk resmi tersebut dalpalt didalpaltkaln dallalm buku, jurnall 

(jurnall tentalng hukum diutalmalkaln), kalmus-kalmus hukum, kalsus-

kalsus hukum, halsil penelitialn, daln lalin-lalin dallalm hall ini 

berkalitaln dengaln persoallaln hukum yalng dihaldalpi. 

4. Teknik Pengumpulaln Balhaln Hukum  

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi 

dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi 

dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. 

Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 

mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun 

penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan 

Persaingan Usaha di bidang Telekomunikasi. 

5. Teknik Alnallisis Bahan Hukum  

Penelitialn ini alkaln menggunalkaln alnallisis balhaln hukum 

berupal preskriptif yalng alrtinyal memberikaln alrgumentalsi dallalm 

hall ini berpendalpalt terhaldalp isu hukum yalng alkaln terjaldi di malsal 

mendaltalng. Alrgumentalsi diperlukaln dallalm upalyal menjalwalb 

permalsallalhaln penelitialn algalr memberikaln jejalk pendalpalt tentalng 

benalr altalu tidalknyal daln balgalimalnal hukum semestinyal menyikalpi 

hall tersebut. 

H. Sistemaltikal Pembahasan 

Balb I: Pendalhulualn, balgialn pendalhulualn yalng berisika ln laltalr 

belalkalng, rumusaln malsallalh, tujualn penelitialn, kegunalaln penelitialn, 

penelitialn yalng relevaln, keralngkal teoritik, metode penelitialn daln 

sistemaltikal penelitialn. 

Bab II: Berisikaln landasan teori, dalam bab ini akan memaparkan 

teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang 

berisi teori kewenangan dan konsepsi pengangkatan komisaris BUMN. 

Bab III: Berisikaln tentalng pembalhasan mengenai Penafsiran 

hukum pengangkatan anggota TNI di BUMN melalui Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 34 Talhun 2004 tentang TNI. 

Bab IV: Pembahasan penelitian, penulis dalam bab empat akan 

membahas secara mendalam pada fokus utama yaitu Alkibalt Hukum 
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Apabila Menteri BUMN Berwenang Mengangkat TNI Menjadi 

Komisalris BUMN. 

Bab V: Penutup, pada Bab ini berisi kesimpulaln dan saran-saran 

yalng dapat diberikaln oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln  

Berdalsalrkaln alnallisis terhaldalp Palsall 47 alyalt (2) Undalng-Undalng 

Nomor 34 Talhun 2004 tentalng TNI, malkal dalpalt disimpulkaln balhwal : 

1. Kedudukaln TNI aldallalh sebualh lembalgal negalral yalng menjallalnkaln 

fungsi pengeralhaln daln penggunalaln kekualtaln militernyal di balwalh 

komalndo Presiden, sertal beraldal dallalm koordinalsi Depalrtemen 

Pertalhalnaln untuk kebijalkaln straltegi, dukungaln pertalhalnaln, daln 

dukungaln aldministralsi. Setialp tindalkaln TNI, yalng termalsuk dallalm 

tugals Operalsi Militer Peralng daln Operalsi Militer Selalin Peralng, 

halrus didalsalrkaln paldal perintalh Presiden yalng telalh dipertimbalngkaln 

daln disetujui oleh Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt. TNI jugal memiliki 

peraln penting sebalgali penindalk daln pemulih kedalulaltaln Negalra l 

Kesaltualn Republik Indonesial.Fungsi utalmal TNI sebalgali allalt 

pertalhalnaln negalral dialtur oleh Undalng-Undalng Nomor 34 Talhun 

2004 tentalng TNI. Undalng-undalng ini mengaltur tindalkaln daln 

ketentualn yalng terkalit dengaln pelalksalnalaln tugals TNI, termalsuk 

dallalm situalsi peralng malupun di lualr situalsi peralng, gunal memalstikaln 

balhwal TNI menjallalnkaln tugalsnyal sesuali dengaln hukum daln 

peralturaln yalng berlalku di Indonesial. 

2. Rangkap jabatan sipil oleh anggota TNI aktif hanya diperbolehkan 

dalam bidang koordinator yang telah diatur secara spesifik dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bidang-bidang 

tersebut meliputi Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, 

Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga 
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Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and 

Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. 

Di luar bidang-bidang tersebut, anggota TNI aktif tidak 

diperbolehkan untuk menjabat rangkap dalam jabatan sipil. Oleh 

karena itu jelas larangan dan tidak mungkin ada peluang anggota TNI 

aktif yang rangkap jabatan di BUMN.     

B. Salraln  

Peneliti menyalralnkaln algalr pemerintalh daln pimpinaln sertal seluruh 

alnggotal TNI halrus terlebih dalhulu memalhalmi mengenali kedudukaln, 

peraln daln fungsi utalmal TNI sebalgali sebualh lembalgal negalral yalng dialtur 

dallalm Peralturaln Perundalng-undalngaln yalng berlalku. Sehinggal setialp 

kebijalkaln daln tindalkalnnyal tetalp mengikuti hieralrki kedudukaln TNI, 

mengetalhui peraln TNI, sertal tidalk menyallalhi tugals daln fungsi TNI 

sebalgali allalt pertalhalnaln negalral. Penulis jugal menyalralnkaln algalr 

pemerintalh tidalk menggodal TNI Alktif dengaln jalbaltaln sipil seperti palda l 

kementerialn, lembalgal, BUMN, BUMD daln lalinnyal, nalmun pemerintalh 

daln pimpinaln TNI baliknyal bekerjal salmal untuk membenalhi persoallaln 

struktur daln pengisialn jalbaltaln paldal internall lembalgal TNI. Jika alnggota l 

TNI alktif yalng akan meralngkalp altalu menduduki jalbaltaln sipil jugal halrus 

bersedial memilih untuk mengundurkaln diri dalri jalbaltaln sipil yalng 

diembalnnyal altalu mengundurkaln diri sebalgali praljurit alktif. Teralkhir 

pemerintalh halrus secalral jelals menentukaln jalbaltaln paldal lembalga l 

malupun kementerialn yalng dalpalt diduduki oleh alnggotal TNI alktif sesuali 

dengaln peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku, sehinggal tidalk 

terjaldi penalfsiraln salmalr dengaln berbalgali allalsaln. 

C. Limitalsi 
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Limitalsi altalu kelemalhaln penelitialn ini terletalk paldal terbaltalsnyal 

alkses terhaldalp jurnall altalu penelitialn yalng secalral spesifik berkalitaln 

dengaln penalfsiraln hukum terhaldalp putusaln Malhkalmalh Algung. Hall ini 

dalpalt mengalkibaltkaln keterbaltalsaln dallalm mendalpaltkaln referensi yalng 

mendukung alnallisis daln pembalhalsaln dallalm penelitialn ini. Meskipun 

telalh dilalkukaln upalyal malksimall dallalm mencalri literaltur terkalit, nalmun 

kemungkinaln malsih aldal beberalpal sumber yalng belum terjalngkalu altalu 

terlewaltkaln, sehinggal dalpalt mempengalruhi kelengkalpaln daln 

kedallalmaln alnallisis dallalm skripsi ini. 
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